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ABSTRACT 

 

This study analyzes the role of transportation subsidy expenditure in supporting population mobility 

through TransJakarta services from the perspective of governmental accounting. Using a descriptive 

approach through literature review and documentation study, this research examines the relationship 

between subsidies as fiscal input, service improvement as output, and mobility as policy outcome. Data 

were obtained from the 2024 Regional Government Financial Report of DKI Jakarta Province, Statistics 

Indonesia publications, and relevant studies on transportation subsidies and urban mobility. The findings 

show that transportation subsidies are associated with improved mobility indicators, reflected in the 

increase in TransJakarta passengers from approximately 285 million in 2023 to 413 million in 2025. 

Service improvements also supported wider mobility access. However, these improvements cannot be 

attributed solely to subsidies without further causal testing. The decline in subsidy per passenger indicates 

potential efficiency improvement in budget utilization. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini menganalisis peran belanja subsidi transportasi dalam mendukung mobilitas penduduk pada 

layanan TransJakarta dari perspektif akuntansi pemerintahan. Dengan pendekatan deskriptif melalui studi 

literatur dan dokumentasi, penelitian ini mengkaji hubungan antara subsidi sebagai input fiskal, 

peningkatan layanan sebagai output, dan mobilitas masyarakat sebagai outcome kebijakan publik. Data 

diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, publikasi Badan 

Pusat Statistik, serta kajian terkait subsidi transportasi dan mobilitas perkotaan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa subsidi transportasi berkaitan dengan perbaikan indikator mobilitas, tercermin dari 

peningkatan jumlah penumpang TransJakarta dari sekitar 285 juta pada 2023 menjadi 413 juta pada 2025. 

Peningkatan layanan juga mendukung perluasan akses mobilitas. Namun, peningkatan tersebut belum dapat 

sepenuhnya diatribusikan hanya pada subsidi tanpa pengujian kausal lebih lanjut. Penurunan subsidi per 

penumpang mengindikasikan potensi peningkatan efisiensi penggunaan anggaran. 

 

Kata kunci: Subsidi transportasi; Mobilitas penduduk; TransJakarta; Akuntansi Pemerintahan 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di dunia, Jakarta menghadapi tekanan tinggi pada sistem 

transportasi akibat jumlah penduduk yang melebihi 10 juta jiwa. Perkembangan transportasi publik di 

Jakarta menunjukkan adanya transformasi menuju sistem yang lebih terintegrasi dan efisien [1] Namun 

demikian, dominasi kendaraan pribadi masih menimbulkan kemacetan pada jam sibuk, peningkatan polusi 
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udara, serta penurunan kualitas hidup dan produktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menegaskan 

pentingnya pengembangan transportasi publik yang efisien, terjangkau, dan berkelanjutan. Salah satu 

kebijakan strategis yang dijalankan adalah pengembangan sistem Bus Rapid Transit (BRT) melalui layanan 

TransJakarta sejak tahun 2004, yang memiliki jaringan luas dan berperan penting dalam mendukung 

mobilitas masyarakat perkotaan. 

 

Dalam perspektif akuntansi pemerintahan, belanja pemerintah merupakan pengeluaran yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan layanan publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja pemerintah harus disajikan secara andal, relevan, 

dan dapat dibandingkan agar dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja sektor publik. Dalam konteks 

ini, subsidi transportasi merupakan instrumen fiskal yang perlu dievaluasi dari sisi efektivitas, efisiensi, dan 

kontribusinya terhadap tujuan pelayanan publik [2] Dengan demikian, belanja subsidi tidak hanya dipahami 

sebagai pengeluaran anggaran, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang seharusnya 

menghasilkan output layanan dan outcome mobilitas yang terukur. 

 

Namun, perlu dibedakan bahwa belanja subsidi dalam penelitian ini merujuk pada dukungan operasional 

atau Public Service Obligation (PSO) untuk menutup selisih antara tarif layanan dan biaya penyelenggaraan 

transportasi. Sementara itu, belanja modal seperti pengadaan armada baru, pembangunan atau revitalisasi 

halte, dan penyediaan infrastruktur fisik merupakan komponen pendukung layanan yang tidak selalu 

termasuk dalam klasifikasi subsidi menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Pembedaan ini penting agar 

analisis tidak mencampuradukkan subsidi operasional dengan investasi aset atau belanja modal dalam 

menilai kinerja layanan transportasi publik. 

 

Dalam kerangka akuntansi pemerintahan, anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, 

kebijakan publik, dan penilaian kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, belanja subsidi transportasi 

perlu dikaitkan dengan capaian yang jelas, baik pada tingkat output maupun outcome. Output layanan dapat 

dilihat dari peningkatan kapasitas layanan, frekuensi operasional, jumlah rute, cakupan wilayah, dan 

ketersediaan fasilitas pendukung. Sementara itu, outcome mobilitas penduduk dapat dilihat dari 

peningkatan jumlah penumpang, intensitas penggunaan layanan transportasi publik, aksesibilitas 

masyarakat terhadap pusat aktivitas, efisiensi subsidi per penumpang, serta potensi perbaikan waktu 

tempuh perjalanan. Dengan demikian, mobilitas tidak hanya dimaknai sebagai pergerakan fisik, tetapi juga 

sebagai peningkatan akses, keterjangkauan, efisiensi biaya, dan kemudahan masyarakat dalam beraktivitas. 

 

Secara konseptual, subsidi transportasi dirancang untuk mendukung kinerja layanan melalui pembiayaan 

operasional dan menjaga keterjangkauan tarif bagi masyarakat [3], Dalam kerangka 

input– output– outcome, belanja subsidi dapat diposisikan sebagai input fiskal yang mendukung 

penyelenggaraan layanan transportasi publik. Input tersebut kemudian diharapkan mendorong peningkatan 

output layanan, seperti frekuensi perjalanan, cakupan rute, dan kapasitas angkut, yang pada akhirnya 

berkaitan dengan outcome berupa peningkatan mobilitas masyarakat. Namun demikian, hubungan tersebut 

tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai hubungan kausal langsung tanpa pengujian lebih lanjut. 

Peningkatan mobilitas dapat dipengaruhi pula oleh faktor lain, seperti integrasi tarif, kualitas layanan, 

konektivitas antarmoda, kepadatan penduduk, pola aktivitas ekonomi, dan kebijakan pembatasan kendaraan 

pribadi. 

 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan tarif integrasi transportasi dapat meningkatkan 

jumlah penumpang sebagai indikator kinerja layanan [4] Namun, pengukuran mobilitas yang hanya 

didasarkan pada jumlah penumpang masih bersifat terbatas karena belum sepenuhnya mencerminkan 

intensitas perjalanan, aksesibilitas, waktu tempuh, maupun perubahan perilaku masyarakat dalam 

menggunakan transportasi publik. Dengan demikian, ridership penting sebagai indikator awal, tetapi belum 

cukup untuk menjelaskan mobilitas penduduk secara komprehensif. 

 

Keterbatasan pengukuran tersebut menunjukkan adanya celah penelitian. Pertama, penelitian mengenai tarif 

integrasi lebih banyak menilai perubahan jumlah penumpang tanpa mengukur aksesibilitas dan intensitas 

perjalanan secara lebih luas Kedua, kajian mengenai efektivitas program PSO pada PT Transportasi Jakarta 

masih terbatas pada aspek pendapatan pengemudi dan belum secara langsung mengaitkan subsidi dengan 

outcome mobilitas penduduk [5] Ketiga, studi internasional telah menggunakan pendekatan eksperimental 

dan data geolokasi untuk mengukur dampak subsidi secara lebih akurat, tetapi pendekatan tersebut belum 

banyak digunakan dalam kajian akuntansi pemerintahan di Indonesia [6], [7]. Keempat, kajian mengenai 

skema subsidi transportasi menunjukkan bahwa subsidi berbasis tarif dapat menghasilkan manfaat sosial 
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yang tinggi, tetapi belum secara spesifik mengaitkannya dengan outcome mobilitas dalam kerangka 

akuntansi sektor publik[8].  

 

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini mengintegrasikan analisis input, output, dan outcome dalam 

menilai peran belanja subsidi transportasi pada layanan TransJakarta. Input dianalisis melalui realisasi 

subsidi transportasi sebagai dukungan fiskal pemerintah daerah. Output dianalisis melalui peningkatan 

kapasitas dan cakupan layanan, seperti armada, rute, halte, dan cakupan wilayah. Outcome dianalisis 

melalui indikator mobilitas penduduk, terutama jumlah penumpang, aksesibilitas layanan, dan efisiensi 

subsidi per penumpang. Dengan kerangka tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai besaran belanja 

subsidi, tetapi juga mengkaji bagaimana subsidi berkaitan dengan kinerja layanan dan manfaat publik yang 

dihasilkan. 

 

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran belanja subsidi transportasi dalam 

mendukung mobilitas penduduk pada layanan TransJakarta dari perspektif akuntansi pemerintahan. Secara 

khusus, penelitian ini mengkaji hubungan antara subsidi sebagai input fiskal, peningkatan layanan sebagai 

output, dan mobilitas penduduk sebagai outcome kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini juga 

mengevaluasi apakah implementasi subsidi telah mencerminkan prinsip value for money, yaitu efektivitas, 

efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan transportasi publik. Hasil penelitian diharapkan 

dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas belanja publik di sektor 

transportasi serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan transportasi yang lebih 

akuntabel, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mobilitas masyarakat.. 

 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Akuntansi Pemerintahan 

Akuntansi pemerintahan merupakan cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengelolaan, 

pengukuran, pelaporan, dan pertanggungjawaban transaksi keuangan negara maupun daerah, baik dalam 

lingkup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). Akuntansi pemerintahan berperan penting dalam memastikan bahwa penggunaan dana 

publik dapat disajikan secara transparan, akuntabel, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat [9]. Dalam konteks sektor publik, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, 

tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan pelayanan publik, pemerataan akses, dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

Dalam perspektif akuntansi pemerintahan, setiap pengeluaran pemerintah perlu dinilai dari dua sisi. 

Pertama, dari sisi administratif-keuangan, yaitu apakah belanja telah dicatat, diklasifikasikan, dilaporkan, 

dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Kedua, dari sisi manfaat 

publik, yaitu apakah belanja tersebut menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan tujuan 

kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup hanya dilihat dari realisasi 

belanja, tetapi juga dari efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. 

 

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja pemerintah diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, antara 

lain belanja operasi, belanja modal, subsidi, hibah, dan jenis belanja lainnya. Belanja operasi merupakan 

pengeluaran anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan rutin pemerintah dengan manfaat jangka 

pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk memperoleh aset tetap atau aset 

lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sementara itu, subsidi merupakan 

pengeluaran pemerintah yang diberikan untuk mendukung penyediaan barang atau jasa tertentu agar tetap 

dapat diakses oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau [10]. 

 

Pembedaan jenis belanja tersebut penting dalam penelitian ini karena belanja subsidi transportasi tidak 

dapat disamakan secara langsung dengan belanja modal. Dalam konteks layanan TransJakarta, subsidi lebih 

tepat dipahami sebagai dukungan operasional atau Public Service Obligation (PSO) yang bertujuan 

menjaga keterjangkauan tarif dan keberlanjutan layanan. Adapun pengadaan armada, pembangunan halte, 

dan revitalisasi infrastruktur transportasi dapat berkaitan dengan peningkatan layanan, tetapi tidak selalu 

termasuk dalam kategori belanja subsidi. Oleh karena itu, analisis akuntansi pemerintahan diperlukan untuk 

menilai apakah belanja subsidi telah digunakan secara akuntabel dan mampu mendukung capaian 

pelayanan publik yang terukur. 
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2.2 Belanja Subsidi Transportasi 

Belanja subsidi merupakan salah satu instrumen fiskal pemerintah yang digunakan untuk mendukung 

penyediaan barang atau jasa tertentu agar tetap dapat dijangkau oleh masyarakat. Menurut Spencer dan 

Amos Jr. (1993) dalam [11], subsidi dapat dipahami sebagai bentuk pembayaran atau dukungan finansial 

yang diberikan pemerintah kepada perusahaan maupun rumah tangga untuk mencapai tujuan kebijakan 

tertentu, terutama dalam rangka mengurangi beban yang ditanggung oleh penerima manfaat. Sementara itu, 

menurut [12], belanja subsidi pada dasarnya diarahkan untuk menjaga agar harga barang atau jasa tertentu 

yang diproduksi atau disediakan oleh badan usaha, baik milik negara maupun swasta, tetap berada pada 

tingkat yang terjangkau bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku [13].  

 

Dalam konteks transportasi publik, subsidi berperan sebagai instrumen kebijakan untuk menjaga 

keterjangkauan tarif, mendukung keberlanjutan operasional layanan, dan memperluas akses masyarakat 

terhadap transportasi yang aman, murah, dan terintegrasi. Subsidi transportasi menjadi penting terutama di 

wilayah perkotaan yang menghadapi persoalan kemacetan, biaya perjalanan yang tinggi, ketimpangan 

akses, dan dominasi kendaraan pribadi. Dengan adanya subsidi, pemerintah dapat menekan tarif layanan 

agar tetap terjangkau, sekaligus menjaga agar operator transportasi publik tetap mampu menyediakan 

layanan secara berkelanjutan. 

 

Subsidi transportasi publik juga dapat berperan dalam mendukung peningkatan aksesibilitas dan mobilitas 

masyarakat perkotaan. Dalam layanan seperti TransJakarta, subsidi membantu menjaga keterjangkauan 

tarif dan mendukung penyediaan layanan bagi kelompok masyarakat yang bergantung pada transportasi 

publik. Selain itu, subsidi dapat memperkuat daya tarik transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi, 

terutama apabila didukung oleh peningkatan kualitas layanan, integrasi antarmoda, cakupan rute yang luas, 

dan frekuensi layanan yang memadai. Dengan demikian, subsidi transportasi tidak hanya dipandang 

sebagai pengeluaran pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang berkaitan dengan 

pemerataan akses, efisiensi mobilitas, dan pembangunan transportasi perkotaan yang berkelanjutan [14].  

 

Namun demikian, efektivitas subsidi transportasi tidak dapat dinilai hanya dari besarnya anggaran yang 

dikeluarkan. Subsidi perlu dievaluasi berdasarkan keterkaitannya dengan output dan outcome layanan. 

Output dapat berupa peningkatan kapasitas layanan, frekuensi perjalanan, keterjangkauan tarif, cakupan 

rute, dan kualitas pelayanan. Sementara itu, outcome dapat dilihat dari peningkatan jumlah pengguna, 

aksesibilitas masyarakat, efisiensi biaya perjalanan, dan potensi perubahan perilaku dari penggunaan 

kendaraan pribadi ke transportasi publik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini belanja subsidi transportasi 

dipahami sebagai input fiskal yang perlu dianalisis keterkaitannya dengan output layanan TransJakarta dan 

outcome mobilitas penduduk. 

 

2.3 Mobilitas Masyarakat 

Mobilitas masyarakat merupakan pergerakan individu atau kelompok dari satu lokasi ke lokasi lain untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan, seperti bekerja, belajar, mengakses layanan publik, melakukan aktivitas 

ekonomi, maupun berinteraksi sosial. Dalam konteks perkotaan, mobilitas tidak hanya berkaitan dengan 

perpindahan fisik, tetapi juga mencerminkan tingkat akses masyarakat terhadap pusat kegiatan, 

keterjangkauan layanan transportasi, efisiensi waktu tempuh, serta kemudahan dalam menggunakan moda 

transportasi publik. Mobilitas dapat dipahami sebagai proses perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke 

wilayah lain atau dalam kawasan perkotaan tertentu [12]. Namun, dalam penelitian ini, mobilitas lebih 

difokuskan pada mobilitas harian masyarakat perkotaan melalui layanan transportasi publik, bukan pada 

perpindahan penduduk secara permanen. 

 

Mobilitas masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketersediaan infrastruktur transportasi, 

tingkat aksesibilitas, keterjangkauan tarif, kualitas layanan, integrasi antarmoda, serta kebijakan pemerintah 

yang mendukung kemudahan pergerakan penduduk [15]. Dalam konteks layanan TransJakarta, mobilitas 

masyarakat dapat dilihat melalui peningkatan jumlah penumpang, perluasan cakupan rute, kemudahan 

akses menuju halte atau koridor layanan, serta keterjangkauan biaya perjalanan. Oleh karena itu, jumlah 

penumpang atau ridership dapat digunakan sebagai indikator awal mobilitas, tetapi belum cukup untuk 

menggambarkan mobilitas secara menyeluruh apabila tidak dilengkapi dengan indikator aksesibilitas, 

intensitas penggunaan, dan efisiensi biaya. 

 

Perkembangan mobilitas masyarakat perkotaan juga dipengaruhi oleh dinamika urbanisasi, pertumbuhan 

aktivitas ekonomi, dan perkembangan teknologi transportasi. Urbanisasi meningkatkan kebutuhan 

perjalanan harian karena semakin banyak penduduk yang bergantung pada sistem transportasi publik untuk 
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mengakses tempat kerja, sekolah, pusat layanan, dan kawasan ekonomi. Selain itu, kemajuan teknologi, 

termasuk transportasi digital, sistem pembayaran elektronik, informasi rute, dan integrasi data perjalanan, 

turut memengaruhi pola mobilitas masyarakat [16]. Dengan dukungan teknologi dan kebijakan transportasi 

yang tepat, layanan transportasi publik dapat menjadi lebih mudah diakses, efisien, dan responsif terhadap 

kebutuhan pengguna. 

 

Dalam kaitannya dengan subsidi transportasi, mobilitas masyarakat dapat meningkat apabila subsidi 

mampu menjaga keterjangkauan tarif dan mendukung keberlanjutan layanan. Subsidi yang dirancang 

dengan baik dapat memperkuat daya tarik transportasi publik, terutama bagi masyarakat yang sensitif 

terhadap biaya perjalanan. Kajian [8] membandingkan tiga skema subsidi dalam sistem transportasi publik 

perkotaan, yaitu subsidi tetap, subsidi berbasis tarif, dan subsidi berbasis jarak. Dengan menggunakan 

metode optimasi Lagrange, penelitian tersebut menemukan bahwa subsidi berbasis tarif menghasilkan 

kesejahteraan sosial dan utilitas penumpang yang lebih tinggi, sedangkan subsidi berbasis jarak lebih 

menguntungkan secara finansial dan membutuhkan subsidi lebih kecil. Temuan ini menunjukkan bahwa 

desain subsidi perlu disesuaikan dengan tujuan kebijakan, apakah untuk meningkatkan akses masyarakat, 

menjaga efisiensi fiskal, atau memperluas penggunaan transportasi publik. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, mobilitas masyarakat dalam penelitian ini dipahami sebagai outcome dari 

kebijakan subsidi transportasi yang dapat diamati melalui beberapa indikator, yaitu peningkatan jumlah 

penumpang, aksesibilitas layanan, keterjangkauan tarif, efisiensi subsidi per penumpang, serta perluasan 

cakupan layanan transportasi publik. Dengan demikian, analisis mobilitas tidak hanya melihat seberapa 

banyak masyarakat menggunakan TransJakarta, tetapi juga menilai apakah belanja subsidi mampu 

mendukung layanan transportasi yang lebih terjangkau, mudah diakses, dan bermanfaat bagi aktivitas 

masyarakat perkotaan.. 

 

2.4 Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Transportasi 

Aksesibilitas merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan sistem transportasi 

publik. Terbatasnya akses terhadap layanan transportasi umum dapat mendorong masyarakat untuk lebih 

bergantung pada kendaraan pribadi, terutama di kota besar dengan aktivitas ekonomi dan sosial yang tinggi. 

Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi kemudian menambah beban jalan raya, memperburuk 

kemacetan, dan menurunkan efisiensi mobilitas perkotaan. Dalam konteks ini, aksesibilitas transportasi 

publik menjadi penting karena menunjukkan sejauh mana masyarakat dapat menjangkau layanan 

transportasi secara mudah, cepat, aman, dan terjangkau. 

 

Aksesibilitas atau keterjangkauan dalam sistem transportasi merujuk pada tingkat kemudahan suatu lokasi 

untuk dicapai serta kemampuan sistem transportasi dalam menghubungkan berbagai titik aktivitas dan 

penggunaan lahan [17]. Keterjangkauan juga dapat dipahami sebagai tingkat peluang atau kemudahan 

seseorang dalam mencapai tujuan perjalanannya [18]. Dengan demikian, aksesibilitas tidak hanya berkaitan 

dengan jarak fisik menuju halte atau koridor transportasi, tetapi juga mencakup ketersediaan rute, frekuensi 

layanan, integrasi antarmoda, waktu tempuh, biaya perjalanan, dan kemudahan informasi bagi pengguna. 

 

Karakteristik sistem transportasi dapat dilihat dari tingkat aksesibilitas yang dihasilkannya. Sistem 

transportasi yang baik mampu menghubungkan masyarakat dengan lokasi aktivitas utama, seperti tempat 

kerja, sekolah, fasilitas kesehatan, pusat ekonomi, dan layanan publik. Aksesibilitas tersebut juga berkaitan 

erat dengan pola penggunaan lahan dan pola perjalanan harian masyarakat. Lokasi aktivitas akan 

menentukan arah dan intensitas perjalanan, sedangkan pola perjalanan masyarakat akan memengaruhi 

kebutuhan jaringan transportasi. Dengan demikian, aksesibilitas, penggunaan lahan, pola perjalanan, dan 

jaringan transportasi saling berhubungan dalam membentuk keseluruhan sistem transportasi perkotaan [19]. 

Dalam layanan TransJakarta, aksesibilitas dapat dilihat dari cakupan wilayah layanan, jumlah rute, 

keterhubungan antar koridor, integrasi dengan moda lain, serta kemudahan masyarakat dalam menjangkau 

halte atau titik layanan. Semakin luas cakupan layanan dan semakin baik integrasi transportasi, semakin 

besar peluang masyarakat untuk menggunakan transportasi publik dalam aktivitas harian. Oleh karena itu, 

aksesibilitas menjadi salah satu indikator penting dalam menilai apakah subsidi transportasi benar-benar 

mendukung mobilitas penduduk atau hanya menjaga tarif tetap murah tanpa memperluas manfaat layanan. 

 

Selain aksesibilitas, kualitas layanan juga menjadi faktor penting dalam mendorong penggunaan 

transportasi publik. Kualitas layanan merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh penyedia kepada 

pengguna, baik melalui sarana, prasarana, perlengkapan, sikap penyedia layanan, maupun produk dan jasa 
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yang ditawarkan. Kualitas layanan ditentukan oleh kinerja penyedia, harapan pengguna, serta penilaian 

nyata yang diterima oleh pelanggan [20]. Dalam konteks transportasi publik, kualitas layanan dapat 

mencakup kenyamanan armada, keselamatan perjalanan, ketepatan waktu, kepadatan penumpang, 

kebersihan halte, kejelasan informasi rute, kemudahan pembayaran, dan responsivitas pelayanan. 

 

Kualitas layanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik. 

Sebaliknya, layanan yang tidak nyaman, tidak tepat waktu, sulit diakses, atau tidak terintegrasi dapat 

membuat masyarakat kembali memilih kendaraan pribadi meskipun tarif transportasi publik relatif murah. 

Oleh karena itu, subsidi transportasi perlu dievaluasi tidak hanya dari sisi besaran anggaran, tetapi juga dari 

kemampuannya mendukung aksesibilitas dan kualitas layanan. Jika subsidi mampu menjaga 

keterjangkauan tarif, mendukung keberlanjutan operasional, dan diikuti oleh peningkatan kualitas layanan, 

maka subsidi tersebut berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan mobilitas masyarakat. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, aksesibilitas dan kualitas layanan merupakan dua indikator penting dalam 

menilai outcome belanja subsidi transportasi. Aksesibilitas menunjukkan sejauh mana masyarakat dapat 

menjangkau dan menggunakan layanan TransJakarta, sedangkan kualitas layanan menunjukkan sejauh 

mana layanan tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, evaluasi subsidi 

transportasi perlu menghubungkan input fiskal berupa belanja subsidi dengan output layanan dan outcome 

mobilitas penduduk secara lebih komprehensif. 

 

 

3 METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analitis melalui studi literatur dan studi 

dokumentasi. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan peran belanja subsidi transportasi dalam 

mendukung layanan TransJakarta, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji keterkaitan 

antara subsidi sebagai input fiskal, peningkatan layanan sebagai output, dan mobilitas penduduk sebagai 

outcome kebijakan publik. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hubungan kausal secara statistik, 

tetapi untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana belanja subsidi transportasi dapat dikaitkan 

dengan indikator layanan dan mobilitas masyarakat. 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), 

dokumen atau publikasi resmi terkait layanan TransJakarta, serta jurnal ilmiah yang membahas subsidi 

transportasi, akuntansi pemerintahan, aksesibilitas, dan mobilitas masyarakat. Data pendukung juga dapat 

berasal dari laporan resmi pemerintah, dokumen anggaran, dan publikasi institusi terkait sepanjang dapat 

diverifikasi dan relevan dengan fokus penelitian. 

 

Objek kajian dalam penelitian ini adalah belanja subsidi transportasi pada layanan TransJakarta dan 

keterkaitannya dengan mobilitas penduduk. Dalam kerangka analisis, belanja subsidi transportasi 

diposisikan sebagai input fiskal yang mendukung keterjangkauan tarif dan keberlanjutan operasional 

layanan. Output layanan dianalisis melalui indikator seperti jumlah armada, rute, halte, cakupan layanan, 

dan pengembangan fasilitas transportasi. Sementara itu, outcome mobilitas dianalisis melalui indikator 

jumlah penumpang, aksesibilitas layanan, keterjangkauan biaya perjalanan, dan efisiensi subsidi per 

penumpang. 

 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi 

dilakukan dengan menelaah laporan keuangan daerah, data anggaran subsidi, data jumlah penumpang, serta 

dokumen layanan TransJakarta. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji teori dan hasil penelitian 

terdahulu mengenai belanja subsidi, transportasi publik, akuntansi pemerintahan, mobilitas perkotaan, dan 

konsep value for money. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tiga kategori utama, 

yaitu input, output, dan outcome. 

 

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Pertama, penelitian mengidentifikasi besaran dan 

peran belanja subsidi transportasi sebagai bagian dari belanja publik pemerintah daerah. Kedua, penelitian 

menelaah perkembangan output layanan TransJakarta, seperti cakupan layanan, rute, armada, dan fasilitas 

pendukung. Ketiga, penelitian menganalisis indikator mobilitas penduduk melalui perkembangan jumlah 

penumpang dan aksesibilitas layanan. Keempat, penelitian menghitung efisiensi subsidi melalui indikator 

subsidi per penumpang dengan rumus sebagai berikut:. 
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Subsidi per Penumpang = Estimasi Subsidi Tahunan ÷ Jumlah Penumpang Tahunan   

       

Rumus tersebut digunakan untuk melihat apakah peningkatan jumlah pengguna layanan diikuti oleh 

penurunan beban subsidi per penumpang. Semakin rendah subsidi per penumpang, maka penggunaan 

anggaran dapat diinterpretasikan semakin efisien, sepanjang kualitas layanan tetap terjaga. Namun, 

interpretasi efisiensi ini harus dilakukan secara hati-hati karena penurunan subsidi per penumpang belum 

tentu mencerminkan peningkatan kualitas layanan apabila tidak didukung oleh data aksesibilitas, 

kenyamanan, ketepatan waktu, dan kepuasan pengguna. 

 

Untuk menjaga validitas analisis, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan 

data dari LKPD Provinsi DKI Jakarta, publikasi BPS, dokumen layanan TransJakarta, dan literatur 

akademik. Triangulasi dilakukan agar informasi yang digunakan tidak hanya bergantung pada satu sumber. 

Selain itu, penelitian ini membatasi kesimpulan pada hubungan deskriptif dan indikatif antara belanja 

subsidi transportasi, peningkatan layanan, dan mobilitas penduduk. Dengan demikian, penelitian ini tidak 

menyimpulkan bahwa subsidi secara langsung menyebabkan peningkatan mobilitas, tetapi menunjukkan 

bagaimana subsidi dapat berperan dalam mendukung indikator mobilitas melalui layanan transportasi 

publik yang lebih terjangkau dan luas. 

 

 

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Transportasi publik memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat perkotaan melalui 

penyediaan layanan yang efisien, terjangkau, dan merata. Di Jakarta, tekanan kemacetan dan tingginya 

ketergantungan terhadap kendaraan pribadi menuntut adanya kebijakan transportasi publik yang mampu 

memperluas akses mobilitas masyarakat. Dalam konteks tersebut, TransJakarta sebagai layanan Bus Rapid 

Transit (BRT) menjadi salah satu instrumen strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung 

mobilitas penduduk. 

 

Secara empiris, perkembangan mobilitas masyarakat dapat dilihat dari jumlah penumpang TransJakarta. 

Data jumlah penumpang menunjukkan tren peningkatan sebagai berikut.: 

 

Tabel 1. Jumlah Penumpang TransJakarta Tahun 2023– 2025 

Tahun Jumlah Penumpang 

2023 ±285 Juta 

2024 ±347 Juta 

2025 ±413 Juta 

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (2025) 

 

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah penumpang TransJakarta mengalami peningkatan yang 

signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 jumlah penumpang tercatat sekitar 285 juta, kemudian 

meningkat menjadi 347 juta pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi sekitar 413 juta pada tahun 

2025. Jika dianalisis lebih lanjut, peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, dimana 

terjadi kenaikan sekitar 21,7% dari tahun 2023 ke 2024, dan kembali meningkat sekitar 19% pada tahun 

2025. Selanjutnya, peningkatan mobilitas tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah daerah melalui 

kebijakan belanja subsidi transportasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan dalam 

bentuk Public Service Obligation (PSO) yang bersumber dari APBD. Pada tahun 2024, pemerintah 

mengalokasikan subsidi sebesar Rp3,9 triliun dan meningkat menjadi Rp4,8 triliun pada tahun 2026 yang 

telah disetujui oleh Ketua DPRD  Daerah Khusus Jakarta. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta 

masih menerapkan kebijakan tarif tetap TransJakarta sebesar Rp3.500,00 sejak awal operasionalnya, 

meskipun Biaya Pokok Pelayanan (BPP) per penumpang diperkirakan mencapai Rp15.000,00.  

 

Peningkatan alokasi subsidi ini tidak hanya menunjukkan keberlanjutan kebijakan fiskal, tetapi juga 

mencerminkan adanya peningkatan kebutuhan pendanaan seiring dengan bertambahnya cakupan layanan 

dan jumlah pengguna. Artinya, subsidi berfungsi sebagai enabler yang memungkinkan sistem transportasi 

tetap berjalan optimal meskipun terjadi peningkatan beban layanan. Untuk melihat sejauh mana 

pelaksanaan subsidi transportasi direalisasikan oleh pemerintah daerah, diperlukan analisis terhadap data 

anggaran dan realisasi belanja subsidi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI 

Jakarta Tahun 2024. Data tersebut penting untuk menunjukkan apakah kebijakan subsidi yang telah 

direncanakan benar-benar dilaksanakan dalam praktik pengelolaan keuangan daerah.  
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Tabel. 2 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Provinis DKI Jakarta Tahun 2024 

 

Uraian Anggaran 2024 Realisasi 2024 Persentaase 

Realisasi 

Belanja Subsidi DKI 

Jakarta 

Rp. 6.320.789.085.601 Rp. 5.875.837.590.937 92,96% 

Belanja Subsidi Bidang 

Transportasi 

Rp. 5.524.905.503.122 Rp. 5.084.658.442.903 92,30% 

Subsidi PT Transportasi 

Jakarta 

Rp. 3.909.930.081.062 Rp 3.628.665.936.744 92,81% 

Sumber: LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (Audited) 

 

Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, 

realisasi belanja subsidi menunjukkan bahwa sektor transportasi menjadi salah satu prioritas utama dalam 

pelaksanaan belanja daerah. Dari total anggaran belanja subsidi sebesar Rp6,32 triliun, terealisasi sebesar 

Rp5,87 triliun atau mencapai 92,96%. Pada sektor transportasi, realisasi subsidi mencapai Rp5,08 triliun 

dari anggaran sebesar Rp5,52 triliun atau sebesar 92,03%. Sementara itu, subsidi yang dialokasikan khusus 

kepada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) terealisasi sebesar Rp3,63 triliun dari anggaran Rp3,91 

triliun atau mencapai 92,81%. Tingginya tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan subsidi 

transportasi tidak hanya direncanakan dalam APBD, tetapi juga dilaksanakan secara nyata untuk 

mendukung keberlangsungan pelayanan transportasi publik di DKI Jakarta. Kondisi ini memperlihatkan 

adanya konsistensi antara perencanaan anggaran dan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam 

mendukung mobilitas masyarakat melalui layanan TransJakarta. Dengan kata lain, subsidi tidak berhenti 

pada tahap penganggaran, tetapi benar-benar direalisasikan sebagai bentuk dukungan terhadap operasional 

dan pengembangan layanan transportasi publik.  

 

Selain melihat tingkat realisasi subsidi pada tahun berjalan, analisis juga perlu dilakukan terhadap 

perkembangan belanja subsidi dari tahun ke tahun. Perbandingan realisasi subsidi tahun 2023 dan 2024 

digunakan untuk mengetahui arah kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan dukungan terhadap 

pelayanan transportasi publik. 

 

Tabel 3. Perbandingan Realisasi Belanja Subsidi DKI Jakarta Tahun 2023-2024 

 

Tahun Realisasi Belanja Subsidi 

2023 Rp. 5.539.653.281.534 

2024 Rp. 5.875.837.590.937 

Kenaikan Rp. 336.184.309.403 (6,07%) 

Sumber: LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (Audited) 

 

Berdasarkan Tabel 3, realisasi belanja subsidi meningkat sebesar Rp336,18 miliar atau sekitar 6,07% dari 

tahun 2023 ke 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memberikan dukungan 

fiskal yang cukup besar terhadap pelayanan publik, termasuk sektor transportasi. Namun, peningkatan 

subsidi perlu dibaca secara hati-hati karena belum otomatis menunjukkan peningkatan efektivitas apabila 

tidak dikaitkan dengan indikator output dan outcome layanan. 

 

Dalam pelaksanaan anggaran, tidak seluruh belanja subsidi yang dialokasikan terserap secara penuh. Selisih 

antara anggaran dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 4. Selisih Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2024 

 

Uraian Nilai 

Anggaran Subsidi 2024 Rp. 6.320.798.085.601 

Realisasi Subsidi 2024 Rp. 5.875.837.590.937 

Selisih/Tidak Terserap Rp. 444.960.494.664 

Persentase Selisih 7,04% 

Sumber: LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (Audited) 
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Selisih anggaran sebesar Rp444,95 miliar atau 7,04% menunjukkan bahwa realisasi belanja subsidi tidak 

mencapai 100%. Kondisi ini belum tentu menunjukkan kegagalan pelaksanaan anggaran. Apabila selisih 

tersebut terjadi karena hasil verifikasi layanan PSO, maka selisih anggaran dapat menunjukkan adanya 

mekanisme pengendalian belanja agar subsidi dibayarkan sesuai layanan yang benar-benar terverifikasi. 

Dalam perspektif akuntansi pemerintahan, kondisi tersebut dapat mencerminkan prinsip akuntabilitas dan 

efisiensi, sepanjang didukung oleh dokumen verifikasi, audit, dan pertanggungjawaban yang jelas. 

 

Untuk menilai efisiensi penggunaan subsidi, penelitian ini menggunakan indikator subsidi per penumpang. 

Indikator ini menggambarkan besarnya subsidi yang ditanggung pemerintah untuk setiap pengguna layanan 

TransJakarta. 

 

Subsidi per Penumpang = Estimasi Subsidi Tahunan ÷ Jumlah Penumpang Tahunan   

           

Berikut disajikan perbandingan estimasi subsidi, jumlah penumpang, dan subsidi per penumpang. 

 

Tabel 5. Estimasi Subsidi per Penumpang TransJakarta Tahun 2023-2025 

 

Indikator 2023 2024 2025 

Penumpang (Juta) 285 347 413 

Estimasi Subsidi (Rp T) 3,5 3,9 4,3 

Subsidi per Penumpang (Rp) 12.281 11.240 10.412 

Growth Penumpang - 21,7% 19,0% 

Growth Subsidi - 11,4% 10,3% 

Rasio Efektivitas - 1,90 1,84 

Sumber: BPS DKI Jakarta (2025) 

 

Berdasarkan Tabel 5, subsidi per penumpang mengalami penurunan dari Rp12.281 pada tahun 2023 

menjadi Rp11.240 pada tahun 2024, dan kembali turun menjadi Rp10.412 pada tahun 2025. Penurunan ini 

mengindikasikan bahwa setiap rupiah subsidi mampu menjangkau jumlah pengguna yang lebih besar. 

Dengan kata lain, secara deskriptif terdapat indikasi peningkatan efisiensi penggunaan subsidi per 

penumpang. 

 

Selain itu, rasio efektivitas menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penumpang lebih tinggi dibandingkan 

pertumbuhan subsidi. Pada tahun 2024, pertumbuhan penumpang sebesar 21,7% lebih tinggi daripada 

pertumbuhan subsidi sebesar 11,4%, sehingga rasio efektivitas mencapai 1,90. Pada tahun 2025, 

pertumbuhan penumpang sebesar 19,0% juga lebih tinggi daripada pertumbuhan subsidi sebesar 10,3%, 

dengan rasio efektivitas sebesar 1,84. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan output/outcome 

layanan lebih besar dibandingkan pertumbuhan input subsidi. 

 

Namun demikian, interpretasi tersebut perlu dibatasi. Data pada Tabel 5 menggunakan estimasi subsidi, 

bukan seluruhnya angka audited. Oleh karena itu, hasil ini lebih tepat dibaca sebagai indikasi efisiensi, 

bukan bukti final. Selain itu, peningkatan jumlah penumpang dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti 

perluasan rute, integrasi transportasi, peningkatan aktivitas masyarakat, perubahan pola kerja, dan 

kebijakan transportasi perkotaan lainnya. 

 

Dari sisi output layanan, TransJakarta memiliki kapasitas operasional yang cukup besar dalam mendukung 

mobilitas penduduk. Beberapa indikator output layanan dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 6. Indikator Output Layanan TransJakarta 

 

Indikator Capaian 

Armada Bus 4.370 unit 

Mikrotrans 2.968 unit 

Total Rute 257 unit 

Cakupan Wilayah 89% wilayah DKI Jakarta 

Sumber: BPS DKI Jakarta (2025) 
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Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa dari sisi penyediaan layanan, TransJakarta telah memiliki 

kapasitas yang cukup besar dalam mendukung mobilitas masyarakat. Hal ini tercermin dari jumlah armada 

yang memadai, jaringan rute yang luas, serta integrasi layanan yang memungkinkan masyarakat 

menjangkau berbagai wilayah dengan lebih mudah. Ketersediaan layanan yang semakin luas ini 

menunjukkan bahwa sistem transportasi publik di Jakarta telah berkembang tidak hanya dari sisi kuantitas, 

tetapi juga dari sisi kualitas pelayanan. 

 

Cakupan layanan sebesar 89% menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah Jakarta telah terhubung dengan 

sistem transportasi publik, sehingga hambatan geografis terhadap mobilitas masyarakat semakin berkurang. 

Kondisi ini memungkinkan masyarakat dari berbagai wilayah, termasuk daerah yang sebelumnya sulit 

dijangkau, untuk mengakses pusat-pusat aktivitas seperti perkantoran, pendidikan, dan layanan publik 

lainnya. Dengan demikian, peningkatan cakupan layanan tidak hanya berdampak pada kemudahan akses, 

tetapi juga pada peningkatan efisiensi waktu dan kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari. Selain itu, 

luasnya cakupan layanan juga mencerminkan bahwa kebijakan subsidi yang diberikan pemerintah telah 

mampu mendorong peningkatan aksesibilitas secara lebih merata. Hal ini menjadi indikator penting bahwa 

belanja subsidi tidak hanya berfokus pada aspek operasional, tetapi juga diarahkan untuk memperluas 

jangkauan pelayanan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas. Dengan kata 

lain, subsidi berperan dalam mengurangi kesenjangan akses transportasi antarwilayah serta mendukung 

terciptanya sistem mobilitas yang lebih inklusif dan terintegrasi.  

 

Selain itu, peningkatan output layanan juga terlihat dari pengembangan infrastruktur dan armada sebagai 

berikut: 

 

Tabel 7. Pengembangan Layanan TransJakarta 

 

Aspek Keterangan Jumlah Tahun 

Revitalisasi Halte Peningkatan Kapasitas & Integrasi ±20 halte 2023 

Revitalisasi Total Program bertahap ±46 halte 2022-2024 

Penambahan Armada Bus baru (listrik, medium, mikro) ±500 unit 2024 

Total Armada Armada operasional ±5.000 unit 2025 

Bus Listrik Awal Operasional awal 100 unit 2023 

Penambahan Bus Listrik Armada baru 200 unit 2024 

Total Bus Listrik Akumulasi ±300-470 unit 2024-2026 

Sumber: PusatJakartago.id 

 

Pengembangan layanan tersebut menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas dan kualitas 

transportasi publik. Revitalisasi halte dapat mendukung kenyamanan pengguna, integrasi antarmoda, dan 

kelancaran pergerakan penumpang. Penambahan armada dapat memperbaiki frekuensi layanan dan 

menurunkan waktu tunggu apabila diikuti dengan pengelolaan operasional yang baik. Sementara itu, 

pengembangan bus listrik menunjukkan arah kebijakan menuju transportasi publik yang lebih ramah 

lingkungan. 

 

Namun, data pada Tabel 7 perlu diverifikasi lebih lanjut karena sebagian indikator mencakup periode 

2024– 2026 dan dapat melibatkan belanja modal atau kebijakan investasi, bukan hanya belanja subsidi. 

Oleh karena itu, pembahasan harus membedakan antara subsidi operasional dan pengembangan aset 

layanan. Subsidi berperan menjaga keberlanjutan operasional dan keterjangkauan tarif, sedangkan 

pengembangan armada dan halte lebih tepat dipahami sebagai bagian dari peningkatan kapasitas layanan 

yang dapat didukung oleh berbagai sumber pembiayaan. 

 

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, belanja subsidi transportasi dapat dianalisis melalui kerangka 

input– output– outcome. Input dalam penelitian ini adalah belanja subsidi atau PSO yang diberikan 

pemerintah daerah untuk mendukung operasional layanan TransJakarta. Output terlihat dari kapasitas 

layanan, jumlah armada, rute, cakupan wilayah, serta pengembangan fasilitas pendukung. Outcome 

tercermin dari peningkatan jumlah penumpang dan perluasan akses mobilitas masyarakat. 

 

Berdasarkan data yang disajikan, subsidi transportasi memiliki peran penting dalam mendukung 

keberlanjutan layanan TransJakarta, terutama melalui keterjangkauan tarif dan dukungan operasional. 

Peningkatan jumlah penumpang dari tahun 2023 sampai 2025 menunjukkan bahwa layanan TransJakarta 
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semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Penurunan subsidi per penumpang juga mengindikasikan 

adanya potensi peningkatan efisiensi penggunaan anggaran. 

 

Namun demikian, klaim efektivitas subsidi harus tetap dibatasi. Peningkatan jumlah penumpang tidak dapat 

sepenuhnya diatribusikan pada subsidi karena terdapat faktor lain seperti peningkatan layanan, integrasi 

transportasi, pola mobilitas masyarakat, pertumbuhan aktivitas ekonomi, dan kebijakan transportasi 

perkotaan. Selain itu, outcome mobilitas masih banyak diukur melalui jumlah penumpang, sehingga belum 

sepenuhnya menggambarkan intensitas perjalanan, waktu tempuh, akses kelompok rentan, kepuasan 

pengguna, dan perubahan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. 

 

Dengan demikian, belanja subsidi transportasi dinilai berperan dalam mendukung mobilitas penduduk 

melalui layanan TransJakarta, tetapi evaluasi kinerjanya perlu dilakukan secara lebih komprehensif. 

Penilaian tidak cukup hanya didasarkan pada realisasi anggaran dan jumlah penumpang, tetapi juga harus 

mencakup kualitas layanan, aksesibilitas, efisiensi subsidi per penumpang, pemerataan cakupan layanan, 

dan manfaat sosial bagi masyarakat.. 

 

 

5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa belanja subsidi 

transportasi memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat melalui layanan TransJakarta. 

Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui skema Public Service Obligation 

(PSO) berfungsi untuk menjaga keterjangkauan tarif dan mendukung keberlanjutan operasional transportasi 

publik. Kebijakan tarif TransJakarta yang relatif terjangkau memungkinkan masyarakat dari berbagai 

kelompok ekonomi mengakses layanan transportasi publik dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan 

biaya pokok pelayanan. 

 

Dari perspektif akuntansi pemerintahan, belanja subsidi transportasi tidak hanya dapat dipandang sebagai 

beban anggaran, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal yang perlu dievaluasi berdasarkan 

keterkaitannya dengan output dan outcome pelayanan publik. Output layanan dapat dilihat dari kapasitas 

operasional, rute, cakupan wilayah, serta fasilitas pendukung layanan. Namun, peningkatan output seperti 

penambahan armada, revitalisasi halte, dan pengembangan bus listrik tidak dapat sepenuhnya diatribusikan 

hanya pada belanja subsidi, karena dapat melibatkan belanja modal, investasi layanan, kebijakan 

operasional, dan sumber pembiayaan lainnya. 

 

Outcome kebijakan terlihat dari peningkatan jumlah penumpang TransJakarta dari sekitar 285 juta 

penumpang pada tahun 2023 menjadi sekitar 413 juta penumpang pada tahun 2025. Peningkatan tersebut 

menunjukkan adanya pertumbuhan penggunaan layanan transportasi publik. Selain itu, penurunan subsidi 

per penumpang mengindikasikan potensi peningkatan efisiensi penggunaan anggaran, karena subsidi yang 

diberikan mampu menjangkau jumlah pengguna yang lebih besar. Namun demikian, peningkatan jumlah 

penumpang tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran mobilitas, karena mobilitas juga perlu dilihat dari 

aksesibilitas, intensitas perjalanan, waktu tempuh, kualitas layanan, dan perubahan perilaku masyarakat dari 

kendaraan pribadi ke transportasi publik. 

 

Dengan demikian, belanja subsidi transportasi dapat dinilai berperan dalam mendukung mobilitas 

masyarakat dan memperkuat layanan transportasi publik yang lebih terjangkau. Akan tetapi, efektivitas 

subsidi perlu dipahami secara hati-hati karena penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif berbasis 

studi literatur dan dokumentasi, sehingga tidak membuktikan hubungan kausal langsung antara subsidi dan 

peningkatan mobilitas. Evaluasi subsidi transportasi sebaiknya dilakukan secara lebih komprehensif dengan 

mengintegrasikan indikator realisasi anggaran, output layanan, aksesibilitas, efisiensi subsidi per 

penumpang, kualitas layanan, dan manfaat sosial bagi masyarakat. 

 

 

SARAN 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu terus memperkuat tata kelola belanja subsidi transportasi agar tidak 

hanya berorientasi pada realisasi anggaran, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan dan manfaat 

publik. Evaluasi subsidi perlu dilakukan secara berkala dengan menggunakan indikator yang lebih terukur, 

seperti jumlah penumpang, subsidi per penumpang, cakupan wilayah layanan, ketepatan waktu, frekuensi 
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layanan, tingkat kepuasan pengguna, dan akses kelompok masyarakat berpenghasilan rendah terhadap 

layanan transportasi publik. 

 

PT Transportasi Jakarta perlu meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan integrasi rute, peningkatan 

keandalan armada, perbaikan fasilitas halte, penyediaan informasi perjalanan yang lebih akurat, serta 

pengurangan waktu tunggu penumpang. Peningkatan kualitas layanan penting agar subsidi yang diberikan 

pemerintah tidak hanya menjaga tarif tetap murah, tetapi juga benar-benar meningkatkan daya tarik 

transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi. 

 

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data yang lebih rinci dan metode yang lebih kuat, misalnya 

data bulanan penumpang, data rute, waktu tempuh, tingkat keterisian armada, survei pengguna, atau data 

geospasial aksesibilitas. Dengan data tersebut, hubungan antara subsidi transportasi dan mobilitas 

masyarakat dapat dianalisis secara lebih mendalam, tidak hanya berdasarkan jumlah penumpang, tetapi 

juga berdasarkan perubahan pola perjalanan, efisiensi waktu, dan pemerataan akses transportasi publik. 
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